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PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Klp
Z ;
S P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:
XXXXXXX, NIK : XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 November
1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kecamatan

Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak
Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari
2021, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-court di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor
2/Pdt.P/2021/PA.Klp tanggal 7 Januari 2021, telah mengajukan permohonan
dispensasi kawin anak kandung Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1998 Pemohon telah menikah dengan
seorang laki-laki yang bernama XXXXXXX di Kecamatan Ranca Bali
Kabupaten Soreang Provinsi Jawa Barat namun tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama setempat dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima)
orang anak yang bernama:
1.1 XXXXXXX
1.2 XXXXXXX
1.3 XXXXXXX
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1.4 XXXXXXX
1.5 XXXXXXX

2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon
yang bernama XXXXXXX tempat tanggal lahir Bandung, 06 Juni 2007,
(umur 13 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di
XXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan seorang
laki-laki bernama XXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonosobo, 29 Agustus
1999, (umur 21 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kecamatan Seruyan
Hilir, Kabupaten Seruyan;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau
Sembuluh, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan
surat Nomor : 01/Kua.21.07.02/Kp.00/1/2021 tanggal 5 Januari 2021,
karena XXXXXXX usianya belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah
terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum
mencapai 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan,
karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih
1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga
Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya
melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila
mereka tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara XXXXXXX dan XXXXXXX tidak ada larangan untuk menikah,
baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan
sesusuan;

7. Bahwa XXXXXXX berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri
atau ibu rumah tangga demikian pula XXXXXXX Wiyono berstatus jejaka,

sudah bekerja sebagai karywan swasta, mempunyai penghasilan lebih dari
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Rp 4.000.000,- (empat juta) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang
suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak
Pemohon dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak
ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan
tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. hakim yang memeriksa perkara ini

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan

sebagai berikut:
PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXX untuk
menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXX;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon
untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon tersebut melalui
domisili elektronik Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan
tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak
Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak
Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya
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terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan
organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon
disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai
batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Perkawinan yaitu 19 tahun, dan atas nasihat dari Hakim tersebut Pemohon
dapat menerimanya dan menyatakan di hadapan Hakim mencabut
permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah
termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini
Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon,
anak Pemohon dan calon mantu anak Pemohon dan atas nasihat Hakim
tersebut Pemohon dapat menerimanya, selanjutnya Pemohon telah
menyatakan mencabut permohonannya, oleh karenanya perkara ini tidak
sampai pada tahapan selanjutnya, maka maksud Pemohon untuk mencabut
permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan percabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Kip
dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Riduan, S.H.I.
sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh
Qamaruddin, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon ;

Hakim,

Riduan, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Qamaruddin, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya:

1.Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
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2 Biaya Proses :  Rp 50.000,00
3.Biaya Panggilan : Rp 0.000,00
4.PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5.Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6.Biaya Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp 109.000,00
(seratus sembilan ribu rupiah)
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